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PEMERINTAH KABUPATEN SU KOI-IA[UQW

PERATURAN l)AlLIfAH KABUPATEN SUKOHARIO

NOMOR 3 TAUUN 200}

JENTANG -

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Menimbang

Mengingét

KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

' BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dengan telab ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten
Sukoharjo; o

bahwa sehubungan huruf a terscbut di atas, perlu diatur dengan
Peraturan Daerah, .

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

* Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Fahun 1974
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lt.'.mbdl'dn Negara Republik Indonesia Nomor 3839),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pernnbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesm Nomor 3848) ;

Undang-undang' Nomor 28 Tahun 1999 - tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsu, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2060 {eniang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerali Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ientang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

" Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2060 Nomor 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran. Neg'lra Republik
Indonesia Nomor 4017),

12, Peraturan  Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural ~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indoncsm
Nomor 4018); _

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendldlkan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambazhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000
tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG

- PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAER AH
KABUPATEN SUKOHARJO, '
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BAB 1
KETENTUAN UMUM *
Pasal 1
Dalam Peraturan Daérah ini yang dimaksud dengan:

-Dae1ah adalah Kabupaten Sukohatjo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukohar_;o

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Sckretaris Dacrah adalah Sekvetaris Daerah I\abupatcn Sukeharjo.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah

Badan Kepegawaian Daecrah Kabupaten Sukoharjo yang

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam

membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaion Daerah

Kabupaten Sukoharjo. '

f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

g. Pegawai Negeri Sipil Dacrah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah

" Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo yang gajitya

~ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di lvar instansi
induknya.’ _

h. Manajemen PNSD adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan -efisiensi, efektivitas dan. derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang
meliputi perencanaan, pcngadaan, pengembangan  Kualitas,
penempatan, promosx, penggajian, . kesejahteraan dan pemberhentian
PNSD.

. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati,

j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suate satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada kcahhan dan atau kererampiian terientu serta bersifat
mandirt,

oo oR

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan - Peraturan Daerah ini dibeniuk Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
| Pasal 3
(1) BKD mcrupakan unsur penunjang Pemsrmtah Kabupaten yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen PNSD.



(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini, BKD mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di
bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan proscdul
yang ditetapkan Pemerintah; -

b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian Daerah;

¢. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian Daerah;

d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,

- pemindahan dan pemberhentlan dalam dan dari jabatan struktural
atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
: dltetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
f. penyiapan dan penctapan pensiun PNSD sesuai dengan norma,
~standar dan prosedur yang - ditetapkan dengan peraturan i
perundang—undangan,

g penylapan penetapan gajt, tun_]angan dan kesejahteraan PNSD

: sesnai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
_ dengan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan administrasi PNSD;

i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian Daerah;

j. penyampaian informasi kepegawaian Daerah kepada Badan
Kepegawaian Negara.

(4) Pen_;abaran tugas pokok dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud ayal
(2) dan (3) Pasal ini ditetapkan déngan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI -
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi BKID terdiri atas:
a. Sekretariat;
. Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai,
Bidang Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan;
Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;
Bidang Jabatan Fungsional,
- g. - Kelompok Jabatan Fungsional.

e a0 o

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri
atas:

a.” Sub Bagian Perenc anaan;

b. Sub Bagian Keuangan;

¢. Sub Bagian Umum.,

(3) Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
. a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
" b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawal
¢. Sub Bidang Informasi Data Pegawai.



(4) Bidang Pengembangan dan Pendidikan - Pelatihan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huraf ¢ Pasal ini terdiri atas:
a. Sub Bidang Pengembangan ;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan;
¢. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

(5) Bidang Kepangkatan dan Penggajian sebagmmana dimaksud ayat (1)
huruf d Pasal ini terdiri atas:
a. Sub Bidang Kepangkatan Golongan I dan 1II;
b. Sub Bidang Kepangkatan Golongan IIT dan IV
¢. Sub Bidang Penggajian;

(6) Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagaunana
dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
a. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktur. al;
b. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemindahan Staf,
¢. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.

(7) Bidang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f

Pasal ini terdiri atas:

a. Sub Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah
Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);

b. Sub Bidang Pendidikan Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK);

¢. Sub Bidang Non Pendidikan.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
g Pasal ini terdiri atas Tenaga Ahli dan Terampil yang jenis dan-

jenjang jabatannya sesual peramran perundang—undangan yang
berlaku. :

Pasal 5

(1) Sekretariat BKD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
huruf a, b, dan ¢ dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Masing-masing Bidang scbagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf
b, ¢, d, ¢ danf dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3),
() (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
» bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang yang
bcrsangkutan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
(8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh
Kepala Badan.



Pasal 6
Bagan Susunan Organisasi BKT) sebagaimana tersebut dalam T.ampiran
Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
"BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagién Pertama

Esclon

(1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
* (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Esclon Ila.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon
IVa. ' ‘ '

Bagiar Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian.
Pasal 8

(1) Kepala Badan, Seckretaris dan Kepala Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala ‘Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan
oleh Bupati.

| BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pagal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Bagian
Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ada.
sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan
dilantiknya Pejabat Struktural BKD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan
Peraturan Daerah ini,

BAB VII
'KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang
berieniangan dengan Peraluran Dacrah ini dinyaiakan iidak berlaku.
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Pasal 11
' Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27Maret 2001

BUPATYSYUKCHARIO,

BAMBANG RIYANTO

"\ Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

TMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 7

J;_’I -



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
AN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA
I
SEHRETARTAT
KELONPOY JAB.
FUNGSTONAL
[ 1 i
SUBBAG SURBAG || 5UBBAG
PERENCANAM || KEUANGAN i
| i l I |
BIDANG | BIDANG - BIDANG BIDANG BIDANG
PEMRINAAN DAN || PENGEMBANGAN || KEPANGKATAN DAN || PENGANGKATAR, JABATAN
INFORMAST DATA DAN DIKLAT PENGGAILAN PEMINDAHAN DA FUNGSTONAL
PEGAWAIL PEMBERHENTIAN |
i 1 - 1 |
sus siome || | sus aromue ||.[ sub BIDANG || | SUB BIDANG S48 BIDANG
| peuiiaAN |l PENGEWBANGAN (L. WEPANGKATAN ||| PENGANGKATAN | |-  PENDIDIKAW
SEGARAL SOLONGAN T DAL [van PERINDARAK | | | TK, SD DAM
1 JAB. STRUKTURAL SLB
SUB B1DANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| KESEJAMTERAAN ||| PENDIDIXAN OAN [ KEPANGKATAN || PENGANGKATAR | \-| PEMDIDIKAN
PEGAVAL PELATTHAW GOLONGAN TUI |0 |DAW PEMINDAHAN SLTP, SHU DAW
PIMPINAN DA 1V §TAF ShK
SUB BLDANG SUB BIDANG SUB BIBANG SUR 3I9ANG SUB BIDANG
L ruFoRmASE DATA [L) oENDIDIKAN DAN{L-{  PENGGAIIAN PEMBERHENTIAN | Ll HON PENDIDIKAM
PEGANAL PELATINAK TEK- DAN
NIS DAN FUNGS. PENSTUN B

BUPATI /SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJIO

[ PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 avat (1), bahwa
susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

PPemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah-
Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi BKD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. ' .

Peraturan Daerah ini mengatur;

a. Pembentukan BKDD Kabupaten Sukoharjo;

b. Kedudukan BKD Kabupaten Sukoharjo;

c¢. Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kabupaten Sukoharjo secara garis besar,
sedangkan penjabaran tugas pokok ‘dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati; . : :

d. Susunan Organisasi BKI) Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sckretariat, 5 Bidang,
3 Sub Bagian, dan 15 Sub Bidang;

¢. Eselon Jabatan: -
- Kepala Badan adalah Jabatan Eselon Ilb;
- Sekretaris dan Kepald Bidang adalah Jabatan Eselon Hla;

- - Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon 1Va;

[ Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepata Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang,

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I s/d Pasal 7 :Cukupjelas. .
Pasal 8 ayat (1) . Cukup jelas _
ayat (2) . Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris '
Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. '

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 59



